
 

 

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR  
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR     83    TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan 

tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas 

pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara 

terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

b. bahwa dalam rangka pemenuhan hasil verifikasi 

program monitoring, controlling, surveillance for 

prevention (MCSP) Tahun 2025 area APIP aspek peran 

dan layanan, indikator penanganan pengaduan 

berkadar pengawasan, penilaian, maka Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

dilakukan perubahan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 
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Mengingat   :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 3874) sebagaimana  telah  diubah  dengan  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

10. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13); 

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 19); 

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 24); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN 

PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

GRESIK. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2019 Nomor 19), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dengan menambahkan 

1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disampaikan kepada UPP. 

(2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan 

b. UPP tingkat Pemerintah Daerah. 

(3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan 

Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

(4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan 

Keputusan Bupati. 

(5) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui adanya 

pelanggaran wajib melaporkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 melalui UPP tingkat 

Perangkat Daerah atau UPP tingkat Pemerintah 

Daerah, dan identitas pelapor dijamin 

kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, dan 

menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga 

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dapat disampaikan dengan cara: 

a. langsung; dan/atau 

b. tidak langsung melalui: 

1) surat; 

2) faxsimile; 
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3) kotak pengaduan; 

4) surat elektronik (email); 

5) media sosial; dan/atau 

6) media lain. 

c. melalui Sistem Pengaduan Internal 

(Whistleblowing System/WBS) bagi Aparatur Sipil 

Negara. 

(2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP. 

(3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada 

alamat resmi yang disediakan oleh UPP. 

(4) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui adanya 

pelanggaran wajib menyampaikan pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

kepada UPP yang berwenang. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

  pada tanggal 20 November 2025 

  BUPATI GRESIK, 

 

TTD. 

       

   

 

       

 

 

 
 

 

 
 

  

  FANDI AKHMAD YANI 

Diundangkan di Gresik

pada tanggal  20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025  NOMOR  83


